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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

NOMOR 9 TAHUN 2026 

TENTANG  

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, 

 

 

Menimbang     : a. 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 

ayat (2) huruf e dan pasal 38 Peraturan Komisi 

Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar 

biaya perolehan Informasi Publik di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima 

Puluh Kota tentang Penetapan Standar Biaya 

Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota; 

 

Mengingat      : 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
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7. 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 1125) ; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 

2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

 

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

LIMA PULUH KOTA TENTANG STANDAR BIAYA 

PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH 

KOTA. 
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KESATU 

 

 

 

KEDUA 

 : 

 

 

 

  : 

Menetapkan bahwa standar biaya perolehan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lima Puluh Kota di bebankan kepada 

pemohon atau pengguna informasi.  

Menetapkan bahwa penyediaan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima 

Puluh Kota dilakukan secara gratis atau tidak 

dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan 

informasi, pemohon informasi dapat melakukan 

penggandaan sendiri dengan biaya ditanggung oleh 

pemohon, atau pemohon dapat menyediakan compact 

disc atau flashdisk untuk merekam data dan 

informasi, untuk permintaan informasi melalui e-PPID 

disampaikan melalui surat elektronik /e-mail. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan. 

                                             

 

   Ditetapkan di Tanjung Pati 

   pada tanggal 30 Juni 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM                                                           

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, 

        

ttd. 

 

OKTO RIZALDI 
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